


 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5149); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan 

Informatika (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1026); 

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran 

Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo 

Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo 

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022  

Nomor  17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Wonosobo Nomor 15); 

14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 82 Tahun 2022 

tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi 

Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 

2022 Nomor 82); 

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 

100.3.3.2/105/2023 tentang Daftar Informasi Publik 

Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2023; 

2. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo 

Nomor : 489/35/2023 tentang Penetapan Pejabat 

Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo; 

 







DIBUKA DITUTUP

NO.
DASAR HUKUM

PENGECUALIAN INFORMASI

KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI 

PUBLIK JANGKA WAKTU
INFORMASI YANG 

DIKECUALIKAN

c. Data User ID dan Password

Akun Penyedia dan Non

Penyedia

- Undang-undang nomor 11 tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

pasal 25; 

-Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik;

-Undang-undang nomor 14 tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal

6;

- Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang

Perlindungan Data Pribadi

- Dapat

mengungkapkan 

kerahasiaan 

Penyedia dan Non

Penyedia

- Dapat melindungi

kerahasiaan data

penyedia dan non

penyedia

 Tidak terbatas

d. Data User ID Sertifikat

Elektronik Pokja Pemilihan 

Pengadaan Barang dan

Jasa

-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

-Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik;

-Undang-undang nomor 14 tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal

6;

- Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang

Perlindungan Data Pribadi

- Dapat

mengungkapkan 

kerahasiaan Pokja

- Dapat melindungi

kerahasiaan data

 Tidak terbatas

e. Data User ID Sertifikat

Auditor Pengadaan Barang

dan Jasa

-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

-Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik;

-Undang-undang nomor 14 tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal

6;

- Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang

Perlindungan Data Pribadi

- Dapat

mengungkapkan 

kerahasiaan Auditor

- Berpotensi

penyalahgunaan 

data

- Dapat melindungi

kerahasiaan data

Auditor

 Tidak terbatas
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